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WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 39 TAHUN 2014

HASIL PEMILU TAHUN 2014
WALIKOTA DENPASAR,

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

U‘ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,




Menetapkan

Peraturan Menter;
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dari

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partaj Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 17);

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini Yyang dimaksud dengan :

1
2
3.
4

Kota adalah Kota Denpasar,
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kota Denpasar.

Partai Politik adalah Partai Politik yang mempunyai kepengurusan dj tingkat
Kota yang mendapatkan kursi di DPRD,



BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Memberikan bantuan keuangan kepada Partaj Politik yang mendapatkan kursi di
DPRD Kota Denpasar hasil Pemilihan Umum Tahun 2014,

BAB Il
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan
budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 6
Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
berkaitan dengan :
a. administrasi umum;
b. berlangganan listrik, telepon, air, Jasa pos dan giro dan surat menyurat;
C. pemeliharaan data dan arsip;dan
d. pemeliharaan peralatan kantor,



BAB IV
PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesaty
Pengajuan Bantuan Keuangan
Pasal 7

(1) partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan
permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota untuk menyalurkan dana bantuan
keuangan ke rekening kas umum partai politik.

(2) pemohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diajukan oleh
Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kota kepada Walikota,

(3) permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Ketua dan sekretaris atay sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partaj Politik

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

BABV



(2) Format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

laporan diterima oleh Pemerintah Kota,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Walikota ini mulaj berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor
9 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang
Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2009 - 2014
( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Nopember 2014

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 11 Nopember 2014

SEKRETARIS DAE KOTA DENPASAR,

Al

RAIISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 39




LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2014
NOMOR : 39 TAHUN 2014
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2014
YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN

No Partai Politik Kursi Suara Jumlah
(Rp)
1 | Partai Demokrasi Indonesia 18 115.014 116.624.196
Perjuangan (PDIP)
2 | Partai Golkar 8 49.913 50.611.782
3 | Partai Demokrat 6 40.533 41.100.462
4 | Partai Gerakan Indonesia Raya 5 33.474 33.942.636
(Gerindra)
5 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 4 12237 12.408.318
6 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 11.019 11.173.266
7 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 1 11.098 1125330
L Jumlah 45 273.288 Rp. 277.114.032
WALIKOTA DENPASAR,

_A)

! 6
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA




LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2014
NOMOR : 39 TAHUN 2014
TENTANG :  PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK  YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD
KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2014

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK........ .
TAHUN ANGGARAN.............

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik
yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan......tahun...... (terlampir) sebagai berikut:

No | Jenis Pengeluaran ] .lglgi)l;{h‘ (RJT) Rulmm ( Rp)w !‘\'_q!ci*ung;m‘
1 2 ) 3 4 5
A | PENDIDIKAN POLITIK
B | OPERASIONAL SEKRETARIAT
I. Administrasi Umum
a. Keperluan ATK
b. Rapat Internal
¢. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka
mendukung kegaiatan operasional
sekretariat
2. Langganan daya dan jasa
a. Telepon dan Listrik
b. Air minum
¢. Jasa Pos dan Giro
d. Surat menyurat I B .
3. Pemcliharaan data danarsip
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor
Jumlah

WALIKOTA DENPASAR.

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA




